
BAB IV
PENUTUP

Rencana Keia Dinas Perumahan dan lGwasan Permukiman Kota Bima Tahun

2019 ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dan arah

seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara fungsional oleh masing-masing unit kerja

dalam angka tercapainya tujuan dan sasaran yang ditargetkan'

Keberhasilan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran SKPD periode tahun

2019 tidak hanya ditentukan oleh akurat dan realistisnya penyusunan rencana kerja

melainkan didukung oleh tekad dan semangat pengaMian semua ASN Dinas

perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima yang akan melalcsanakannya.

Disamping itu dalam melaksanakan semua renclna kerja di lapangan masih

banyak muncul masalah, hambatan dan kendala yang perlu diantisipasi sebelumnya

sehingga diperlukan kejelian dan kemampuan pelaksana dalam melakukan

penyesuaian-penyesuaian agar tercapai sasarzrn kinerja sebagaimana yang

diharapkan.

Demikian renctna kerja ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan

kegiatan pada Dinas Perumahan dan lGwasan Permukiman Kota Bima semoga dapat

dipahami, direalisasikan sebagaimana yang dihanpkan oleh masing-masing unit kerja

pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima sesuai dengan

fungsinya.

Bima, Maret 2018
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No. Program Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp)

7 2 3 4

J Program Penyelesaiaan Konfl ik-Konfl ik
Pertanahan

159.140.OO0,-

1 Penyelesaian Konflik-konfl ik
Perhanahan

159.140.000,-

Total 20.444.8OO.64,-,28,-



No. Program Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp)
7 2 3 44. Penyusunan laporan keuangan akhir

tahun
20.000.000,-

5. Penyusunan rencana kerja tahunan
RKA/DPA/SKPD

35.000.000,-

6. Penyusunan LKIP, LPl, LPPD dan
Renja SKPD

35.000.000,-

E Program Pengembangan Perumahan 3.805.966.OOO-

Pendampingan Kegiatan Bantuan
Stimulant Perumahan Swadaya

1 307.950.000,-

2. Pendataan Perumahan 158.500.000,-

654.750.000,-3. Pembangunan dan Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni (DAK)

1.593.M0.000,-4. Peningkatan Saran dan Prasarana
Rusunawa

427.526.000,-5, PengelolaanRusunawa

664.200.000,-6. Penyusunan RP3KP

9.706.19O.OOO,-F Prcgram Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

9.706.190.000,-1. Pembebasan/ Pengadaan Tanah

2.868.975.000,-G. Program Pertaikan Perumahan Akibat Bencana
Alam/ Sosial

2.627.350.000,-Fasilitasi dan
Pembangunan
Swadaya

Stimulasi
Perumahan

1

Inventarisasi perumahan akibat
bencana alam / sosial

2 241.625.000,-

H. Program Perencanaan Permukiman Kumuh 267.552.50O,-

265.552.500,-Rencana Teknis
Permukiman Kumuh

Kawasan1

726.970.OOO,-I. Program Pengembangan Kawasan

458.2.10.000,-Perencanaan Pengembangan
lGwasan Permukiman Baru

1

99.040.000,-

3. Pendampingan Program Kotaku 99.290.000,-

2. Identifikasi lGwasan Permukiman
Baru



Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan
BimaTahun 2O19

Kawasan Permukiman Kota

KegiatanProgramNo,
432I 20.444.8(D.641,28BelaniaI

1.833,883.641,28,-Belanja Tidak LangsungII
18.610.917.000,-IU Belanja langsung

746.363.500,-A. Program Pelaya Administrasi Perka ntorannan
64.800.000,-Penyediaan jasa surat menyurat

(canka/petugas pengantar surat)
1

50.580.000,-2. Penyediaaan jasa komunikasi,
air dan listriksumber

93.400.000,-3. Penyediaan
keuangan

Fsa administrasi

67.200.000,-4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

,16.618.500,-5. Penyediaan alat tulis kantor

13.925.000,-,-6. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

18.000.000,-7. Penyediaan makanan dan minuman

8. Rapat-rapat koordinasi
konsultasi ke luar daerah

dan 380.000.000,-

20.000.000,-9. Rapat-rapat koordinasi
konsultasi dalam daerah

dan

B. Program Peninglotan Sarana dan Prasarana
Aparatur

90.000.0o0,-

Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan d

59.360.000,-

Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor

2 72.400.000,-

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 25.OO0.O00,-

Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya

1 25.000.000,-

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

173.000.000,-

Penyusunan laporan kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerlr SKPD

1 ,rc.0m.0(X),-

2. Penyusunan pelaporan keuangan
semester

23.000.000,-

3. Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran

20.000.000,-

Tabel 3.2

Anggaran

1.



BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAI'I DAT{ KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

3.1.1. Tuiuan

Berdasarkan Rencana

permukiman Kota Bima tahun 2013-2018 telah ditetapkan tujuan Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Bima adalah : Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman

dan meningkatkan penanganan perbnahan'

3.1.2. Sasaran

sedangkan sasarcn yang hendak dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Bima adalah :

a. MeningkatnYa Rumah LaYak Huni'

b. Meningkahya Kualitas lGwasan Permukiman

b. Meningkatnya penyediaan lahan pemerintah sesuai kebutuhan dengan

administrasi yang lengkaP

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Bima 2018 berdasarkan Visi dan Misi seperti yang tertuang

dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun

2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

Sbategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan

Meningkatkan Kualitas lGwasan Permukiman.
Peningkatan Kual'ltas lGwasan Permukiman
1. Meningkatnla rumah Layak Huni

2. Meningkahya kualitas kawasan permukiman

Meningkatkan penanganan pertanahan pemerintah untuk kepentingan

umum.
Meningkatlon penanganan pertanahan

Meningkatnya penyediaan lahan pemerintah sesuai kebutuhan dengan
administrasi yang lengkap

MISI l
Tujuan
Sasaran

MISI 2 :

Tujuan :
Sasaran :

3.2. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2019 dalam rangka

Senruujudnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk mendukung

pembangunan yang berkelanjutan" adalah sebagai berikut :



2.2.2 Rekomendasi dan Catatan Stra@is

1. Sumber Daya Aparatur masih kurang.

Jumlah PNS Dinas Perumahan dan lGwasan Permukiman Kota Bima jika

dibandingkan dengan tugas dan fungsi masih belum memadai, sehingga berpengaruh

terhadap efeKifitas pelaksanaan tugas baik administrasi maupunoperasional.Untuk

itu perlu ditingkatkan kapasitas PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Bima, sehingga diharapkan jumlah PNS yang ideal. KebUakan ini dilakukan guna

menunjang tugas fungsi serta operasional dan penegakan Perda dan Perwali sejalan

dengan perkembangan pembangunan.

2. Kualitas Sumber Daya Aparatnr masih rendah.

Sumber Daya Aparatur merupakan unsur penentu dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsi. Meningkatlon kwalitas sumberdaya aparatur sebagai satu

kebutuhan dasar merupakan bagian usaha dalam rangka meningkatkan kinerJa Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima. Kondisi relatif masih rendahnya

kwalitas sumberdaya aparahjr Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Bima tercermin dari tingkat kemampuan dalam kajian dan penjabaran pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi khususnya )€ng terkait dengan tugas-hJgas teknis

penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk mendukung

pembangunan yang berkelanjutan

3. llasih tingginya jumlah rumah tklak layak huni bagi llasyarakat
Berpenghasilan Rendah

4. Adanya lGwasan Kumuh.

5. Konf,ik-konflik akibat Pengadaan tanah

5. Penegakan Perda dan Perwal masih lemah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan l(awasan permukiman adalah

penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk mendukung

pembangunan yang berkelanjutan, upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain:

a. Meningletkan Pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni bagi

masyarakat berperghasilan rendah.

b. Mengurangi kawasan kumuh

c. Menyelesaikan konfl ik-konfl ik yang berkaitan dengan pengadaan tanah

d. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas terkait lainnya, diantaranya dengan

membentuk Pokla PKP Kota Bma sehirpg memberikan peran dalam

menegakanpenhrran daenh dan keputusan kepala daerah.

Dinas Perumohon ddn Kowdsan Permukimon Kotd Bimo I Renjo Tahun 20192t



d. Mengalokasikan anggaran pengadaan kendaraan operasional untuk

memudahkan oan ,o"norrrng peraksanaan tugas-tugas monitoring, walaupun

hanYa kendaraan roda 2'

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Bima tahun 2013-2018

adalalfTenvuiudnya kondbi daenh dan maqankat Kob Bima yang

aman Enqnm, Ertib dan a,,,dt,.o,laniutnya ditetapkan sasaran dan tujuan

pembangunan.DalammewujudkanMsi'sasaransertatujuanpembangunantersebut

maka harusdiperlukan suasana yang aman' tentram dan kondusif ditengah-

tengahmasyarakat.

Agar daPat memberikan

ditengahtengahmasyarakat Yang

ekologitermasuk PeranannYa bagi

rasat aman, tentram dan

optimal baik secara ekonomis,

Pemerintah Daenh diPerlukan

kondusif

sosial dan

pengawalan

danpenegakan dalam Pelaksanaan Perda/Penrval Kota Bima'

Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi pembangunan dimaksud

makaVisidanMisiDinasPerumahandanKawasanPermukimanKotaBima

sebagaimana yang tercantum dalam RENSTRATahun 2013-2018 mengacu pada Arah

dan Kebijakan Pembangunan Daerah yang difuangkan dalam Rencana Pembangunan

langkaMenengahDaerah(RPIMD)2013-2013,adalahsebagaiberikut:

A. VISI : 'Terwujudnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman Untrrk mendukung pembangunan yang

berkelaniutan -
B. I.IISI :

1. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman

2. Meningkatkan penanganan pertanahan pemerintah untuk kepentingan

umum

2.2.1 Adapun isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah :

1. Sumber Daya Aparatur Dinas Perumahan dan lGwasan Permukiman masih

kurang.

2. Kualibs Sumber Daya Aparatur masih rendah.

3. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyankat Berpenghasilan

rendah.

4. Adanya Kawasan Kumuh.

5. Konflik-konflik akibat pengadaan tanah.

Dinos Perumohdn don Kowoson Permukimdn Koto Bimo I Renja Tohun 207920



Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja sasaran melalui tahapan

sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telahditetapkan. Indikator

kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil

(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut

dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja

untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini dilakulon dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk tahun berjalan yakni Anggann tahun 2018 dengan anggaran sebesar

Rp. L8.992.674.499,60,- yang terdiri dari Belanja Tldak Langsung

Rp. 1.904.503.499,60,- dan Belanja Langsung Rp.17.203.371.000,- terurai dalam 10

program dan 28 kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 o/o.

> Upaya Pencegahan l{asalah:

Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan merencanakan serta

menganggarkan;

Meningkatkan jumlah PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui

dan meningkatkan kwalitas SDM melalui kegiatanpembinaan pegawai, baik yang

diselenggarakan intemal maupunbekerjasama dengan instansi terkait;

Meningkatkan sinergitas dengan SKPD dalam sosialisasi perundang-undangan

daerah yang terkait langsung dengan program SKPD yang bersangkutan dan

menambah jumlah PNS yang memiliki kualifikasi dengan mengirim PNS untuk

ikut Diklat PNS;

a

b

c
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> Hambatan dan Permasalahan :

a. Kualitas SDM masih harus ditingkatkanb. lumlah PersoniUPNS Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman belum ideal, akibatnya pelaksanaan

tugas berjalan kurang optimal. Idealnya untuk Kota Bima dengan kompleksitas

masalah dan jumlah penduduk sefta luas wilayah minimal harus memiliki 2 staf

untk masing-masing eselon IV.

d. Sarana dan Prasarana penunjang yang masih kurang, termasuk didalamnya

kendaraan operasional, bahkan ada kendaraan operasional yang kondisinya

sudah rusak berat, sehingga menghambat monitoring dan evaluasi lapangan



1.04.01.01.1
6.03

Pembebasan/Pengadaan
Tanah

- Luas tanah yang
diadakan/dibebaskan

- Jumlah sertifikat asset
tanah pemerintah
yang diterbitkan

100o/o 100o/o 100% 100o1 1

1.04.01.01
L7

Program
Pemberdayaan
Komunltas
Parumahan

Porsentase Jumlah
Koordlnasi Pok a PKP

100o/o 100o/o 100o/o 100o/o

-1000/d

1.04.01.01.1
7.10

Koordinasi pengawasan
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
tentang pembangunan
perumahan (pokja)

lumlah
Rekomendasi/keb'rJa ka n
dibidang perumahan

L0Oo/o 100o/o 100o/o 100% 1

1.04.01.01
t7

Program Penyelesaian
Konflik-Konflik
P€rtanahan

Persentase Jumlah
Konfllk-konflik
Pertanahan

100o/o 100o/o 100% 10oo/q looo/i 1oo%

1.04.01.01.1
7.0L

Penyelesaian Konflik-
konflik Pertanahan

Persentase Konflik
Pertanahan )ang
ditangani

100o/o 100o/o 100o/o 100o/o 1007o 100

1.04.01.01
21

Program Perencanaan
Permuklman Kumuh

Persentase kawasan
permukiman kumuh

100o/o 100o/o 100o/d 1 100

1

1.04.01.01.22
.01

Rencana Teknis kawasan
permukiman kumuh

lumlah Dokumen
kawasan permukiman
kumuh

100o/o 100o/o 100o/o 10 1 100%

Dinos Perumohon dan xowoson Permukimon Koto Simo I Renid Tohun 2o78t6
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1.04.01,01.1
5.09

Pendampingan Bantuan
Rumah Swadaya

Jumlah Jumlah rumah
yang dibangun baru dan
diperbaiki (peningkatan
kualitas)

100o/o 100o/o 100% 1oo% 1000/d

1.04.01.01.15
.11

Pendataan Perumahan Jumlah data perumahan
yang terupdate

100o/o 100o/o 100o/o 100o/o 1000/o 100o/o

1.04.01.01.1s
.t2

Pembangunan dan
Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni (DAK)

100o/o 100o/o 100o/o 1000/d 100% 1

1.04.01.01.15
,13

Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rusunawa

- Jumlah penghuni
rusunawa

- Pembangunan pagar
rusunawa (bagian
deoan/barat)

100o/o 100o/o 100o/o 100%
-1oovd

100%

1.04.01.01
l5

Program Lingkungan
Sehat Perumahan

Persentase Jumlah
PSU perumahan yang
dltangani

100o/o 100% 100o/o 1oo% 1000/d 100vd

1.04.01.01.1
5.09

Penyerahan Prasarana,
Sarana dan Utilitas (PSU)
Rumah Sederhana Shat

Jumlah dokumen PSU
yang diserahkan

100o/o 100o/o 100o/o 100o/o 1000/o 100o/o

1.04,01.01
16

Program Penataan
P€nguasaan,
Pemllikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah

Persentase luas asset
tanah pemerlntah
yang dladakan dan
p€rs€ntase rumlah
sertlflkat asset tanah
p€m€rintah untuk
kepentingan umum

100o/o 1009/or 100"4 1
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pumlah rumah yang

hibangun baru dan
piperOalfi (peningkatan

[ualitas)

10001 10001



1.05.1.18 Programperbaikan
perumahan akibat
bencana alam /sosial

Prosentase jumlah
rumah tidak layak hunl
akibat bencana
alam/social yang
ditangani

100o/o 100o/o 100o/o 100o/o L00o/o 1000/o

1.05.1.18.09 Iumlah data perumahan
yang ter-update

100o/o 100o/o 100o/o 100o/o 100o/o 100%

1.04.18 Program
Pengembangan
Perumahan

Persentase rumah
tldak layak huni yang
dltangana dan
porsentase Jumlah
kekurangan rumah
yang dltanganl

100o/o !00o/o LO0o/o 100o/o 100o/o 100o/o

1.04.18.01 Penetapan KebUakan,
Strategi dan Program
Perumahan

Jumlah dokumen 100o/o l00o/o 100o/o 100o/o 100o/o 100o/o

1.M.18.06 Pembangunan
Perumahan Masyarakat
Kuranq MamDu

Jumlah rumah tidak
layak huni yang
ditanqani

100o/o l00o/o 100o/o 100o/o 100o/o 100o/o

.04.o1.o11
5

Program
Pengembangan
Perumahan

Persentase rumah
tldak layak hunl yang
ditangani dan
porsentase Jumlah
kekurangan rumah
yang ditangana

100o/o 100o/o LOOo/o 100% 100o/o 100o/o

Dinos Perumohon don Kowoson Permukimon Koto Eimo I RenJo Tohun 2078L4

Pendataan Perumahan
dan Permukiman



1 2 4 5 6 7 8=(7/6) 9 t0=(5+7+9) 11=1t0/a)

1.04.1.06 Program Feningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan

Pe6entase laporan
capaian kinerJa dan
keuangan sesuai

I00o/o 10 1 1 1 1

1.04.1.06.01 Penyusunanpelaporan
capaian kinerja dan
ikhtisar kinerja SKPD

Jumlah Dokumen yang
harus disediakan

100o/o
1

1 1 100 100

1,04,1.06.02 Jumlah dokumen
pelaporan keuangan
Semester

1 1 1 1
100 1

1.04.1.06.03 Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggaran

Jumlah Dokumen
Pelaporan Prognosis
Realisasi

100o/o 100 1 100 1 1

1.04.1.06.04 Penyusunanpelaporan
keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen
pelaporan keuangan
akhir tahun SKPD

100 100 10
-100%1

100

10 1

1.M.1.06.05 Penyusunan Rencana
Kerja
Tahunan/RKA/DPA/SKPD

Jumlah Dokumen
Rencana Kerja
Tahunan/RKA/DPA
Satuan Kerja

1

1.04.1.06.06 Penyusunan LKIP, LPJ

dan LPPD SKPD
Jumlah dokumen
laporan yang sesuai
ketentuan

100o/o 100 roo% 1

Dinos Perumohon don Kawoson Permukimon Koto Bima I Renio Tohun 2078!3

3

Penyusunan pelaporan
keuangan semester

--10001

100o/o

I

1000/t-- 100o/c

I

1000110001



I 2 3 I 5 6 7 8=(7/6) 9 11=7t 0/1)

1,04.1.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah

Jumlah rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah

l00o/o 100o/o 100o/o 100o/o 100% 100o/o

1.()4.1.02 Program Penlngkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Persentas€
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

100o/o 100o/o 100o/o 100o/o 100% 1oo%

1.05.1.02.03 Pembangunan Gedung lGnbr Jumlah gedung ka ntor
yang dibangun baru
(Sekretariat Fasilitator)

100o/o 100o/o 100o/o 100o/o 100o/o 100%

L.04.L.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas
yang terpelihara

100o/o 100o/o 100o/o 100o/o 100o/o 100o/o

t.04.1.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala
peralabn gedung kanbr

Persentase
pemeliharaan
peralatan kantor yang
berfungfsi baik

100o/o 100o/o 100o/o 100o/o 100% 1

1.04.1.03 Program Peningkatan
Disiplin Aparaur

Pensentase Pegawai
Yang Memperoleh
Hukuman Disiplin

l0Oo/o 1007o 100% 1000/o 100% 100o/o

1.04.1.03.05 Pengadaan pakaian khusus
haris-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus
hari-hari tertentu

100o/o 100o/o 100o/o 100o/o 1000/o

Dinos Perumohon dan Kdwosdn Permukimdn Kotd Bima I RenJo fohun 201812
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I 2 3 4 5 6 7 a=(7/6) 9 10=(5+7+9)

1.04.1,01.02 Penyediaan jasa
komunikasi sumber daya
air dan listrik

Jumlah sarana
komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang
memadai.

100o/o 700o/o l00o/o l00o/o 100% 100o/o

1.04,1,01.07 Penyediaan Jasa
administrasi keuangan

Jumlah pegawai yang
memperoleh jasa
administrasi keuangan

100o/o 100o/o LOOo/o 1000/o 100o/o 100o/o

1.04,1.01.08 Penyediaan jasa
kebersihan kantor

Cakupan ruang kantor
yang bersih

100o/o 100o/o 100o/o 100o/o 100o/o 100o/o

1.04.1.01,10 Penyediaan alat tulis
kantor

lumlah alat tulis kantor
yang tersedia

100o/o 100o/o L00o/o 100o/o 1000/o 100o/o

1.04.1.01.11 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

Jumlah bahan yang
dicetak dan digandakan

100o/o 100% 100o/o 100o/o 100o/o 1000/o

1,04.1.01.13 Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor

100o/o lO0o/o 100o/o 100o/o 100o/o 100o/o

1.04.1,01,15 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Jumlah kerjasama
dengan media

100o/o 100o/o 100o/o 100o/o 100% 100o/o

1.04.1,01,17 Penyedlaan makanan
dan minuman

Jumlah Kegiatan makan
minum rapat

LOOo/o L0Oo/o 100o/o 100o/o 100o/o 1000/o

1.04.1.01.18 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke
luardaerah

lumlah rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah

100o/o 100o/o 100o/o 1000/o 100o/o 100o/o

Dinos Perumohon don Kawosdn Permukimon Koto Eima I Renio Tohun 2018!l
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TABEL 2.1
REKAPTTULASI EVALUASI HASIT PEI*AI(SAT{AAI{ RENJA SKPD DAN

PEI{CAPAIAI{ REI{STRA SKPD S/D TAHUI{ 2017
KOTA BIMA

SKPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BIMA

Kode
Rekenlng

Urusan/BHang Uru.an
PGmGrlnt h
Daerah dan

Progr.m/Kegiatan

Indlk br KlnGrr.
Pllgram

(outoomes)/Xegl.tan
(output)

Targ€tKn€r,
a

CapaianPrcg
rem(r€nstra
SKPD)Thn.2

015

Rs.lliao
ifargGtKlne

rJeHarll
Progra dan

xaluara
Xoglata

r/dY.hun2
016

Target dan Reallsasi Kinerr.
Program drn Kcglatan

T.hun 2016 Targ6t
Pro9rum

dan
KGgaatan

(Ren a
SKPD
Tahun
2018

Perklrarn Reallsasl
Cap.lan

Talg€t Renctra
SKPD) s/d
T.hun2018

Target
Kln6rja
SI(PD
Tahun
2oL7

Reallsasl
Ron a
SXPD
Tahun
mL7

Tlngkat
Real13.6l

olo

Reallsa3l
capalan
Target

Proglam
dan

Koglatan
.ld

Tahun
mLB

Tangk t
Capalan
REalbaC
Target
Renstra

1 2 3 I 6 7 6=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/a)

Urusan Wajib
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Ralryat dan Kawasan Pemukiman

1.04.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.O4.1.O1 Program Pelayanan
Admlnlstrasl
Perkanbran

Pensentase Capalan
Pelayanan
Adminlstrasl
Perkantoran

100o/o 100o/o 100o/o 100o/o L0Oo/o 1

1.04.1.01.01 Penyediaan jasa surat
menyurat

Jumlah surat yang
terkirim selama 1 tahun

100o/o 100o/o 100o/o 700% 100o/o 100o/o

Dinas Perumdhon dan Kowosan Permukimon Kota Bima I Renio Tdhun 201810
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BAB II
EVALUASI PEI.AI(SANAAN REil,A DII{AS PERUII{AHAI{ DAN KAWASAT{

PERMUIGI,IAN TAHUI{ 2Ol7

Evaluasi adalah suatu proses unfuk menenfukan relevansi, efisiensi, efeKivibs

dan dampak kegiatan-kegiatan dalam program sesuai dengan tujuan yang akan

dicapai secara sistematik dan obyeKif. Pengklasifikasian dilaksanakan yakni sebelum

berlangsung (ex ante), pada saat berlangsung (on going), atau sesudah selesai (ex

post). Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi

mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai dan kegagalan yang dihadapi tefiadap

pelaksanaan dari suatu kegiatan. Parameter yang digunakan sebagai pembanding

dalam melaksanakan evaluasi kinerja adalah kinerja nyata dengan kinerja yang

direncanakan, kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya dan atau

dengan kinerja lainnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima

adalahpenjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman KotaBima. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-

kegiatan atauprogram yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan

AkuntabilitasKinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk

perwujudankewajiban untuk mempertnggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalanpelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran

yangtelah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakansecara periodik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota

Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88),

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan OPD baru

Terkait dengan hal tersebut di atat maka Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Bima tidak dapat menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiabn

dan pengukuran kinerja sxlsaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan

oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima untuk tahun

sebelumnya. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya akan menyajikan

perkiraan target tahun 2018.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERPRA'A KOTA BIMA

KASI PERENCANAAN

PERUMAHAN
KASI PERUMAHAN

SWADAYA
KASI PENATAAN

KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH

KASI PERTANAHANKASI PENGENDATIAN OAN

PEMBANGUNAN
IGWASAN PERMUKIMAN

KEPALA DINAS

KEPALA DINAS

KEPALA DINAS KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG
PERUMAHAN RAKYAT

KEPATA UPT

RUSUNAWA

Dinos Perumohan don Kowosdn Permukimdn Koto Bimd I Renjo Tahun 2077 L3

KASI PERUMAHAN

FORMAL

KEPALA BIDANG KAWASAN
PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN



c. Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas merencanakan' melaksanakan' mengatur'

mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang Pertanahan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud' Seksi Pertanahan

memPunYai fungsi

1 . penyusunan rencana dan program dan kegiatan di bidang Pertanahan

2. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebiiakan' petunjuk teknis

serta rencana strategis

3. pelaksanaan anggaran kegiatan

4. fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum retribusi tanah, ganti

kerugian tanah, kelebihan maksimum, inventarisasi tanah bangunan dan

pelaksanaandekonsentrasidantugaspebantuan,fasilitasi

mitigasi/pencegahan bencana dan pelaksanaan urusan ketentraman,

ketertiban umum dan linmas serta penegakan HAM

5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup

tugasnya

6. fasilitasi persyaratan pemberian izin lokasi dan peninjauan lokasi tanah

serta permohonan izin membuka tanah, fasilitas penunjukan lahan dan

pengembangan, pemeriksaan lapangan berdasarkan kemampuan tanah,

status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW,

pengusulan Camat sebagai PPAT sementara dan pembinaan administrasi

pertanahan, dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

5. Unit Pelaksana Teknis

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan sebagian tugas teknis dinas



6. pelaksanaan kebiiakan di bidang penataan kawasan permukiman kumuh

7. penyusunan kebijakan dan strategis serta NSPK kasiba/lisiba

8. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman

kumuh

9. rekomendasi dalam perizinan kasiba/lisiba

10. pelayanan informasi penyelenggaraan penataan kawasan permukiman

kumuh

.ll.Pelaksanaanfungsilainyangdiberikano|ehpimpinanterkaildengantugas

dan fungsinYa.

b. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman

SeksiPengendaliandanPengembanganKawasanPermukimanmempunyai

tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan

mengoordinasikan kegiatan di bidang Pengendalian dan Pengembangan

Kawasan Permukiman

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian

dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi

1 . penyusunan rencana dan program dan kegiatan di bidang Pengendalian dan

Pengembangan Kawasan Permukiman, strategi dan skala besar

2. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan serta kerjasama swasta dan/atrau

masyarakat dalam pembangunan kasiba/lisiba

3. pengendalian kawasan permukiman

4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pengendalian dan

pengembangan kawasan permukiman

5. pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kasiba dan lisiba

6. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK

7. pengelolaan dan pemanfaatan kawasan khusus, strategis dan skala besar,

dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.



4. Penyelenggaraan pelaksana tugas di bidang kawasan permukiman dan

pertanahan

5. Pengoordinasian perencanaan teknis dibidang pengelolaan pengembangan

kawasan

6. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang kawasan permukiman

dan pertanahan

7. Pelaporan dan pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan permukiman dan

pertanahan

8. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan membawahi :

a. Seksi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;

Seksi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang

penataan kawasan permukiman kumuh

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penataan

kawasan Permukiman Kumuh mempunyai fungsi

l.penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Penataan Kawasan

Permukiman Kumuh

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategi penataan

kawasan permukiman kumuh

3. penyusunan kebijakan di bidang penataan kawasan permukiman kumuh

4. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran di bidang penataan

kawasan permukiman kumuh

5. pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan penataan kawasan

permukiman kumuh



8. pengawasan' monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembiayaan

Perumahan swadaYa

9. penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang pembiayaan

rumah swadaYa

10. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana

ll.fasilitasipenyediaanrumahbagimasyarakatyangterkenarelokasiprogram

pemerintah

12. fasilitasi pembangunan rumah contoh rumah sehat sederhana (RSH)

sebagai stimulant

13. fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan prErsarana, sarana dan utilitas

(PSU) Perumahan swadaYa

'14. pelaksanaan keriasama dengan lembaga keuangan mikro (LKM)/lembaga

keuangan mikro non bank (LKNB) dalam mempermudah akses untuk

medapatkan stimulant pembangunan dan perbaikan rumah bagi MBR

15. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendukung perumahan dan

peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya

16. evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan swadaya, dan

'17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

4. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas perencanaan,

pengaturan, pengawasan dan pengoordinasian penyelenggaman di bktarg kawasan

permukiman dan pertanahan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kawasan

Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

1. Penetapan rencana strategisnbidang sesuai rencana strategis dinasnuntuk

mendukung visi dan misi dinas

2. Perumusan dan penyusunan rencana strategb bidang

3. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan



l2.fasilitasipembangunandanpemeliharaanRumahSusunSewa(Rusunawa)

dan Rumah susun Milik (Rusunami) untuk MBR dan rumah khusus beserta

prasarana, sarana dan utilitasnYa

13. fasilitasi pembangunan perumahan bagi PNS dengan harga terjangkau,

rumah untuk korban bencana, perumahan untuk penampungan pengungsi

lintas kawasan

14. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK

15. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan perumahan,

dan

16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

c. Seksi Perumahan Swadaya;

Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang perumahan

formal

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perumahan

Swadaya mempunyai fu ngsi

1. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perumahan swadaya

2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembiayaan perumahan

swadaya

3. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan system pembiayaan

perumahan swadaya

4. penyiapan bahan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan

rumah swadaya

5. fasilitasi bantuan pembiayaan, pembangunan dan pemeliharaan perumahan

bagi MBR

6. fasilitasi pembiayaan dan stimulant pembangunan prasarana dan sarana

umum (PSU) perumahan swadaya

7. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK



14.penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di tingkat penyerenggaraan

perumahan

l5.Sertifikasidanregistrasibagiorangataubadanhokumyangmelaksanakan

peren@naan rumah serta peren@naan prasarana' sarana dan utilitas umum

PSU tingkat kemamPuan kecil

16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan perumaha' dan

lT.Pelaksanaanfungsilainyangdiberikanolehpimpinanterkaitdengantugas

dan fungsinYa.

b. Seksi Perumahan Formal;

seksi Perumahan Formal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang perumahan

formal

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perumahan

Formal mempunyai fungsi

1. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perumahan formal

2. penyiapan bahan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan

perumahan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh sebuah institusi

formal

3.pelaksanaan penyediaan, fasilitasi, pembangunan dan pemeliharaan

prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan formal

4. menerbitkan izin pembangunan dan pengembangan perumahan

5. penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)

6. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana

7. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan system pembiayaan

perumahan formal

8. pelaksanaan pencegahan timbulnya perumahan kumuh

9. pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun dan rumah khusus

'10. pelaksanaan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan

(BUMN, BUMD, Koperasi, perorangan dan swasta)

11. fasilitasi dan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi



Bidang Perumahan RakYat Membawahi :

a. Seksi Perencanaan Perumahan;

seksi Perencanaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan

pengorganisasian dan perencanaan kebijakan teknis di bkJang perumahan

rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud' Seksi Perencanaan

Perumahan memPunYai fungsi

1. penyusunan rencana

perumahan

program dan kegiatan di bidang perencanaan

2. penyusunan pedoman dan manual penghunian dan pengelolaan perumahan

setempat dengan mengacu pada SPM nasional

3. pengumpulan inventarisir datadata di bidang perumahan

4. pengelolaan data base bidang perumahan meliputi data rumah layak huni,

harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga

5. pelaksanaan pelayanan informasi birJang perumahan

6. penyusunan skala prioritas pembangunan perumahan

7. penyusunan slandar teknik pembangunan perumahan

8. penyusunan pola-pola dan konsep pembangunan dan perumahan yang

meliputi aspek social, aspek fisik, ekonomi dan budaya

9. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan fasilitas penyedia rumah

umum, rumah khusus dan rumah swadaya bagi MBR

l0.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penyedia

perumahan, meneliti dan memproses persyaratan administrasi teknis setiap

permohonan rencana pembangunan perumahan rakyat

1't. perencanaan tata letak bangunan perumahan dengan memperhatikan tata

lingkungan

12. pemberian pertimbangan untuk menetapkan atau penolakan permohonan

rencana perumahan

13. penyusunan kebijakan, strategi dan program serta NSPK bidang perumahan



e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;

f. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

S. Pelaksanaan pengelolaan data dan kerjasama;

h. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil perencanaan;

i. Pelaksanaan urusan keuangan;

j. Pelaksanaan urusan akutansi, verifikasi keuangan;

k. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan

pajak dan pelaporan keuangan;

l. Penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;

m. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasansesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan

perencanaan, pembangunan dan pembinaan di bidang perumahan rakyat.

Untuk menyelenggarakan fugas di atas, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan operasional dan program di bidang perumahan

rakyat.

b. Penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan perumahan

formal dan perumahan swadaya, pemeliharaan prasarana dan sarana dan utilitas

perumahan dan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun

milik (Rusunami) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

c. Pembinaan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, lembaga

keuangan dan lembaga pendukung perumahan dalam pembangunan perumahan

formal dan swadaya.

d. Pengaturan pelaksanaan penyusunan rencana penataan perumahan

e. Pengaturan, penelitian, pembinaan izin dan rekomendasi pembangunan dan

pengembangan perumahan\

f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan

g. Pelaksanaan tungsi lain yang diberikan oleh pimpinan te*ait dengan tugas dan

fungsinya



1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Bima

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima terdiri

atas :

1. Kepala Dinas.

2. Sekretariat

Sekretaris membawahi berbagi Sub yaitu :

'1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melakukan urusanpersuratan,urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN,

urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik

daerah/negara.Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan

pegawai;

c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan,

pemberhentian dan pensiun pegawai;

d. Pelaksanaan urusan trata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan

kebersihan;

e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;

f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja

pegawai;

g. Penyusunan laporan kegiatan SubBagian Umum dan Kepegawaian; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan fugas Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencanan kerja, program dan kegiatan;

b. Penyiapan bahan koodinasi dan penyusunan rencana, program;

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang perumahan

dan Kawasan Permukiman

d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di

bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perafuran

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

L2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan

Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban

dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacar

Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota

Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan langka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;

L7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018;

18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serb Tata Kerja Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Bima

1.3. l{aksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam

mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015, dan memberikan anh dalam

penyusunan rencana pembiayaan yang menggambarkan renctna pelaksanaan fugas,

pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kota Bima. Sedangkan

tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima

Tahun Anggaran 20L7 adalah sebagai tolak ukur dalam perencanaan, penyelenggEraan

dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok serta kegiatan.



2. Program dalam Renja harus sesuai dengan progEm prioritas sebagaimana

tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan'

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan

kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum

Musrenbang.

4.ProgramdankegiatandalamRenjadilengkapidenganindikatorkinerjahasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju'

Rencana kerja ini bersifat dinamis, dengan kata lain akan diadakan evaluasi dan

penyesuaian didasarkan pada perkembangan hasil pelaksanaannya, sehingga dapat

ditentukan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil yang

diharapkan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka koordinasi horizontal dan

vertikal terus ditingkatkan, mengingat Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Bima adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima'

1.2. landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana telah diubah bebenpa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaen/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;



BAB I
PEt{DAHULUAI{

1.1. tatar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus

menyusun rencana pembangunan daerah Secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh

dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka

panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap

daenh (Kota/Kabupaten) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPIP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPIM) Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang

selanjuhya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencrna tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai arti yang

strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari

visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

KUA dan PPAS dan perencrnaan program kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengwaluasi pelalsanaan

program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja

yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2017.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan

penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur

penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerinbh Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada

RKPD.



1.5. Sistematika Penyusunan Rencana Keria

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukimanm Kota Bima Tahun

Anggaran 2017 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

KATA PENGAT{TAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PET{DAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAI(SANAATI REil'A SKPD TAHUT{ LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD, memuat

kajian (revierv) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun

lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian hrget Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kineda Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian terhadap

capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No.6 bhun 2008, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan

tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peEturan

perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian

mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis

yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan

yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,

tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penUng berupa

rekomendasi dan catatan yang strategis untuk diUndaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAI{, SASARAI{, PROGRAM DAl{ KEGIATAI{

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan

atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

yang dikaitkan dengan sasaan target kinerja Renstra SKPD.



3.2 Prcgram dan kegiatan

BABryPEilUTUP



DAFTAR ISI

KATA PEI{GANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAT{

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Struktur Organisasi

1.5. Sistematikan Penyusunan

BAB II EVATUASI PELAI(SANAAN REIT'A SKPD TAHUI{ LALU ...........

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAT{ KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja

3.2. Program dan Kegiatan

I
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22

28

28

30

34BAB IV PEI{UTUP



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunianya dan

kekuasaannya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas

perumahan dan Kawasan Pennukiman Kob Bima Tahun 2019. Laporan ini

menyajikan uraian penjelasan

tentang beberapa program dan kegiatan yang telah kami kerjakan dan disusun

sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka

mempertanggung jawabkan kebefiasilan dan kegagalan pelaksanaaan program

dan kegiatan organisasi secara nyata. Laporan ini juga menyajikan Rencana

Kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Bima dimaksudkan sebagai acuan unfuk kami dalam

merencanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya,

sehingga dapat mengalokasikan anggaran sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin

untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan

akuntabel.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Bima masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu

saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami

kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih

lanjut dari pimpinan.

Bima, Maret 2018
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman
\f,q Bima,

,

3100s

I



--A- -,\- -,\- -\- -,\- -,\- -n- -n- -,\- -,\- 4 ,\- -r, --^: -n- -r- -\- -l rL --^- -r,- -i- -r- -.\= ,-\- -n- -,\- -^, -! -,^, -r\- -^, 'n= .-^, -,\- -,^- -n-

RANCANGAN RTNCAIITA I(TR.'A
(RENJAI

TAHUN 2OL9

DINAS PTRUMAIIAN DAIT KAIIIASAN
PERIUUKIMAIT

KOTA BIMA

TAHUN 2OI9

LABO

* * iY L rt * * * * * * * i! * * :Y * * * ;t ;t * * r! * rt * * i! * r! ay * * * * *

I(OTA BIMA

7=
E:,\

ry


